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KATA PENGANTAR 
 

 
Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2015–2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2015–

2019. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2019 

diselaraskan dengan restrukturisasi program Kementerian/Lembaga yang dilakukan 

oleh Bappenas dan mengacu pula pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berisi visi, misi, tujuan 

sasaran program sesuai mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan 

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan 

Kesejahteraan Rakyat. 

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah seiring dengan visi BPKP yaitu 

sebagai "Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional' merupakan kondisi impian yang 

diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan 

setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia. Pengawasan dapat menghasilkan 

laporan yang memberikan rekomendasi perbaikan. proses  pelaksanaan  

pengawasan  sesuai  dengan  standar  profesi,  kegiatan  dukungan  secara sinergis 

dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional. Kualitas hasil dan proses tersebut 

diindikasikan oleh Tingkat Kapabilitas BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern RI 

berkelas dunia, yaitu paling tidak pada level 3 dari 5 level yang ada. 

Dalam Renstra ini telah dirumuskan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah yang akan dilakukan dalam periode 2015–2019 yang mendukung tujuan, 

program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan BPKP secara nasional. Target-

target kinerja berupa keluaran (output) tersebut merupakan komitmen kinerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah melalui Kepala 

BPKP dan tentunya menjadi kewajiban bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu dokumen 
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Renstra ini wajib menjadi acuan saat melaksanakan kegiatan pegawasan tahunan 

serta menyusun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.  

Pemahaman dan penyesuaian oleh seluruh pihak akan dokumen perencanan 

pengawasan ini, dengan kondisi pengawasan intern yang ada, masih merupakan 

keharusan agar Renstra ini dapat berfungsi dan tumbuh sebagai dokumen yang hidup 

dan dapat menggerakkan kegiatan pengawasan menuju visi BPKP. 

Semoga visi tersebut menjadi tantangan sekaligus leverage untuk bekerja 

meningkatkan kualitas pengawasan intern BPKP yaitu bermanfaatnya output 

assurance dan output consultancy oleh Presiden dalam menyukseskan 

pembangunan dan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dengan adanya penambahan sasaran strategis dan sasaran program di BPKP 

sebanyak empat sasaran untuk tujuan pertama, untuk itu perlu dilakukan revisi 

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang keempat kalinya. 

 

 

 

 

 

Palangkaraya, 3 Februari 2017 

Kepala Perwakilan, 

 

 

 

 

 Kwinhatmaka 

 NIP  196507241986031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Sesuai  dengan   amanat  Undang-Undang Nomor  25  Tahun   2004  tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis 

(Renstra)  yang memuat  visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,  dan kegiatan 

pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman 

pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Tahapan RPJMN tahun 

2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025, memasuki tahapan ketiga, diarahkan 

untuk  lebih  memantapkan  pembangunan  dengan  menekankan  pada  pencapaian  daya 

saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari 

pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana  disebutkan  dalam agenda 

prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam 

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, 

serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara 

dalam reformasi dan penegakan hukum.  Namun demikian, sebagai aparat Presiden, BPKP 

diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Sasaran Pokok 

Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan 

(NAWACITA). 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang  Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a)  pengawasan intern 

atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas 

keuangan negara; dan (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi 

umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada 

akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam 

pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 
 
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah 

dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP 

menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengkoordinasian 

pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi 

perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 

kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden 

dan  (b)  fungsi  pengkoordinasian  dan  sinergi  penyelenggaraan  pengawasan  intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. 
 
Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan 
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akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau 

kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk  badan usaha dan badan lainnya yang di 

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) 

pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset 

negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian 

intern,  dan  tata kelola  terhadap  instansi/badan  usaha/badan  lainnya  dan 

program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran 

pembangunan,  audit  atas  penyesuaian  harga,  audit  klaim,  audit  investigatif  terhadap 

kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit 

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya 

pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja 

pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan badan lainnya. 

 
 

A.  KONDISI UMUM: KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA 

 

Hasil  penyelenggaraan  pengawasan  BPKP ditunjukkan  oleh  kualitas  akuntabilitas 

pengelolaan  keuangan  negara  dalam  empat  perspektif  akuntabilitas  yaitu:  (a) 

pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, 

(c) perwujudan iklim  kepemerintahan  yang baik  dan bersih, dan (d) pengelolaan 

program lintas sektoral. 

 
1.   Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara 

 
Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda). 

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah tahun 2014 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dari 15 Pemerintah 

Daerah yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 7 Pemerintah Daerah 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan tahun 2013 

sebanyak 3 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP. Peningkatan jumlah 

Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK tersebut 

menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana 

terlihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1. 
Opini BPK Kalimantan Tengah atas LKPD Pemda Kalimantan Tengah 

 

No Pemerintah Daerah Opini 2014 Opini 2013 

1 Provinsi Kalimantan Tengah WTP WDP 

2 Kota Palangkaraya WDP TMP 

3 Kabupaten Katingan  WTP WTP 

4 Kabupaten Kotawaringin Timur WTP WDP 

5 Kabupaten Kotawaringin Barat WTP WDP 

6 Kabupaten Lamandau WTP WTP 

7 Kabupaten Sukamara WTP WTP 

8 Kabupaten Seruyan WDP WDP 

9 Kabupaten Pulang Pisau WDP TW 

10 Kabupaten Kapuas WDP WDP 

11 Kabupaten Gunung Mas WDP WDP 

12 Kabupaten Barito Selatan WDP TMP 

13 Kabupaten Barito Utara WTP WDP 

14 Kabupaten Barito Timur WDP TW 

15 Kabupaten Murung Raya WDP WDP 
  

 

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi 

peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa 

Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh kurang 

andalnya SPIP, belum tertibnya pengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan 

terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 
 

2.   Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset 
 

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara diprioritaskan 

untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan 

negara. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan untuk wilayah Kalimantan 

Tengah adalah potensi penerimaan keuangan negara berasal dari PNBP Tahun 

2014 sebesar Rp35.423.995.225,00 yang berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan 

(KKP) sebesar Rp1.610.955.000,00 dan biaya hak penggunaan frekuensi sebesar 

Rp33.813.040.225,00. 

 
Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensi penghematan 

pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan di masa yang akan 

datang. Namun demikian, BPKP masih belum dapat melaksanakan pengawasan 

BUN ini secara optimal karena masih dibatasi oleh pembatasan peraturan yaitu 

harus berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN. Penetapan ini 

dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga upaya peningkatan potensi 

penerimaan oleh BPKP tidak maksimal. 
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3.    Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 

 
Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat 

preventif – edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, 

penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, 

penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi 

Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik 

Indonesia (AAFI), serta pemantauan terhadap transparansi proses PBJ. Kegiatan 

pengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan 

melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian 

keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Tengah telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi 

pada pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah sebagai bentuk realisasi kerja sama BPKP dengan KPK dalam 

rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, serta koordinasi dan supervisi 

penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi. 

 
Untuk mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan antara 

lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang 

memadai dan kompeten. Secara kuantitas, sampai dengan saat ini, jumlah PFA 

pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 5 7  orang 

dan PFU sebanyak 2 orang serta pejabat struktural sebanyak 5 orang. 

 
Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan 

penguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi dan 

pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memang belum 

menugaskan pegawai untuk dipekerjakan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Tengah namun pendampingan untuk meningkatkan kepemerintahan yang baik dan 

bersih terus dilakukan. 

 
 

4.    Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral 
 

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas 

pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas perspektif ini ditunjukkan oleh hasil 

pengawasan BPKP, di antaranya sebagai berikut: 

 

a. Audit kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 dilaksanakan 

terhadap empat kabupaten menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program 

JKN termasuk dalam kategori cukup berhasil meskipun masih dijumpai 

permasalahan; 

b. Audit kinerja atas pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan PPIP tahun 2014 
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termasuk dalam kategori cukup berhasil meskipun masih dijumpai 

permasalahan; dan 

c. Mediasi hambatan kelancaran pembangunan yang telah dilakukan adalah 

penyelesaian hutang biaya operasional PDAM Kabupaten Gunung Mas kepada 

PDAM Kabupaten Kapuas serta penyelesaian status penggunaan bangunan 

rusunawa di kampus Universitas Palangkaraya. 
 

 

B.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

Indonesia sedang menapaki kehidupan bernegara dengan menerapkan demokrasi 

secara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam 

penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi 

pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPJMN dan 

turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat, yang sering diwakili oleh 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menilai, termasuk scrutinize hasil pekerjaan 

pemerintah. Kondisi ini harus diimbangi oleh peran pengawasan intern sehingga 

masyarakat diberi informasi yang simetris ditandingkan dengan informasi dari LSM, yang 

biasanya opposite terhadap pemerintah. Untuk menghasilkan informasi simetris 

dimaksud, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan 

peran pengawasan serta perlunya penajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok 

pembangunan. 

 
1.   Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern 

 
Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi 

potensi dan permasalahan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah. Potensi pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah antara lain adalah sebagai berikut: 

 
a. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki SDM pengawasan 

yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan 

terpercaya, sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan 

mandat yang dimilikinya; 

b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yang dapat 

diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh 

stakeholders; 

c. Adanya  PP  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  SPIP  dan  Peraturan  Presiden 

Nomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk 

melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan 

penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional 

ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA; 

d. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari top executive BPKP 

dan pimpinan di daerah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan 

pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadap seluruh stakeholders di 

Provinsi Kalimantan Tengah; 
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e. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran melakukan 

pengawasan intern terhadap instansi vertikal dan pemerintah daerah; 

f. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG, 

KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan 

stakeholders; 

g. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sistem informasi dan 

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, 

sehingga dapat memberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern; 

h. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah   memiliki   jejaring   yang   cukup   

baik   terhadap   stakeholders   dan mencakup seluruh sektor; 

i. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pengalaman berupa 

task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan atau evaluasi program; dan 

j. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai karakter organisasi 

pembelajar. 

 
Pelaksanaan pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 

bukan tanpa masalah. Perubahan paradigma pengawasan intern dari watchdog 

menjadi quality assurance atau consultant, memerlukan pengelolaan perubahan 

yang memadai karena beberapa permasalahan keterbatasan pengawasan antara 

lain: 

 
a. Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan recruitment, seleksi dan proses 

regenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal; 

b. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik itu assurance maupun 

consulting, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki  

komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas; 

c. Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP 

belum mempunyai strategi pengawasan memadai; 

d. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung 

dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat 

mengimplementasikannya secara optimal; 

e. Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan 

untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP; 

f. Dalam melaksanakan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 

dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan 

lintas sektoral yang digunakan masih perlu ditingkatkan; 

g. Peran pengawasan intern yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus 

dimiliki oleh SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, namun 
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kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Tengah; 

h. Dalam mendukung peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah saat 

ini, organisasi, tatalaksana dan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh 

pemerintah. 

 
2.   Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern 

 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kedudukan yang 

strategis karena mempunyai  kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. 

Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan 

untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan 

mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang 

saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan 

untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional 

yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk 

melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas 

APIP di instansi pemerintah. 

 
Peluang dan tantangan penyelenggaraan pengawasan intern Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai magnitude yang sama. Visi dan misi 

pengawasan yang dimiliki oleh Presiden dapat dioptimalkan Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan dan mengembangkan peran 

pengawasan intern, peningkatan akuntabilitas keuangan negara serta peningkatan 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 

 
Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 

Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka 

untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan 

pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang 

transparan, efektif dan efisien yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional 

untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan”. Perhatian 

pemerintah tersebut adalah gambaran utama peluang besar bagi BPKP untuk 

menyelenggarakan fungsinya. Peluang lengkapnya sebagai berikut: 

 
a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders, 

menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 

diharapkan berperan  sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah; 

b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, 

tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good governance), 

menjadi peluang Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat 

berperan dalam pengawasan intern; 

c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi 

pemerintah, membuat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 

berpeluang melaksanakan pengawasan intern; 
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d. Reputasi dan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil 

pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi 

instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat 

dilakukan oleh APIP-nya sendiri; 

e. Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik; 

f. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 

192 Tahun 2014, maka memungkinkan peran baru yang dapat dilaksanakan 

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah; 

g. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan 

instansi penyidik meminta Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk 

melakukan audit investigatif atas kasus TPK; 

h. Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; 

i. Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik 

(tailor made). Selain pengawasan intern yang dilakukan  Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah secara umum, saat ini banyak stakeholder yang 

membutuhkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk 

melakukan pengawasan yang bersifat spesifik; 

j. Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan 

oleh stakeholder, membuka peluang bagi Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Tengah untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya; 

k. Gubernur, Bupati/Walikota sangat membutuhkan peran Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang pengawasan, sehingga Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Tengah semakin sering dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan; dan 

l. Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi 

relative, membuka peluang bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. 

 
Dalam periode 2010 – 2014, banyak penugasan pengawasan dalam rangka 

memenuhi permintaan stakeholders yang sering tidak dapat diantisipasi oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini membuat rencana 

pengawasan untuk penguatan akuntabilitas keuangan sesuai risiko pencapaian 

tujuan pembangunan nasional sangat rentan untuk dibatalkan. Kegagalan 

melaksanakan pengawasan berbasis risiko merupakan permasalahan konseptual 

pengawasan. Permasalahan pengawasan secara lebih lengkap yaitu: 

a. Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami dan belum 

dapat menerima pentingnya peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah yang baru sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 atau Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014; 
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b. Banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron dalam 

mendukung peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah; 

c. Banyak tenaga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang potensial 

keluar dari BPKP akibat tingginya minat dan permintaan tenaga BPKP; 

d. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak 

lain yang produknya sejenis dengan produk Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Tengah, sehingga banyak stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Tengah menggunakan jasa konsultan tersebut; 

e. Adanya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah menimbulkan keraguan bagi K/L/Pemda tentang peran Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pembina APIP; 

f. Timbulnya arus pemikiran yang memertanyakan relevansi keberadaan BPKP 

yang masih beranggapan tumpah tindih dengan lembaga pengawasan lain 

(BPK); 

g. Munculnya keraguan instansi menerima jasa pengawasan BPKP karena 

meningkatnya faktor persaingan dan/atau peraturan perundangan; 

h. Ketidakterbukaan K/L tentang database ekonomi, demografi, sosial dan potensi 

daerah; dan 

i. Mulai berkurangnya pasokan tenaga lulusan dari STAN untuk mengisi formasi 

CPNS di lingkungan BPKP. 

 
Penyusunan Renstra 2015-2019 ini diselenggarakan dalam suatu metodologi 

perencanaan strategis yang cukup komprehensif. Penjajagan dimulai dari eksplorasi 

tentang impian dan manfaat BPKP bagi pemerintahan dan masyarakat melalui kegiatan 

workshop "Visioning BPKP" dan "Leadership For Result BPKP dengan bantuan 

konsultatif dari World Bank Jakarta. Selanjutnya, BPKP yang diwakili  oleh  suatu  

satgas  yang  personelnya  berasal  dari  seluruh  unit  pusat BPKP, melanjutkan 

penjajagan tentang kemungkinan peran BPKP di dalam administrasi  pemerintahan 

2015 - 2019 berdasarkan konsep scenario planning yang antara lain  menggambarkan 

BPKP menjadi Auditor Pemerintah RI Berkelas Dunia (Worldclass Government 

Internal Auditor). Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menterjemahkan 

Renstra BPKP untuk disesuaikan dengan kondisi Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Tengah memiliki harapan untuk bermanfaat bagi pemerintah daerah atau 

masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. 
 
 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah turut menyiapkan diri menjadi Auditor 

Pemerintah RI berkelas dunia, BPKP memokuskan diri pada pengawasan yang 

bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat 

outcome dan impact dalam rangka pengawalan pembangunan nasional/daerah. 

Untuk dapat mencapai status tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Tengah selalu berusaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan BPKP Pusat 

dalam rangka pemenuhan stakeholders. 
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BAB II 
VISI MISI DAN TUJUAN BPKP 

 
 

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang diuraikan di 
bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran 
strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan 
seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah ke satu 
arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 2015 –  2019 : “Terwujudnya 
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. 

 
 

A.  GAMBARAN VISI Pe rwak i lan  BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
 

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan 
tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan suatu 
komitmen untuk mewujudkan visi ke depan yaitu: 

 
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” 

 
Pernyataan  visi  ini  sekaligus  mengartikan  bahwa  visi  Perwakilan BPKP  Provinsi 
Kalimantan Tengah ini  telah  konsisten dengan visi BPKP dan visi Presiden yang telah 
berwujud menjadi visi pembangunan nasional. 
 
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah di semua tingkatan untuk melaksanakan 
tugasnya. Beberapa kata kunci perlu diberi makna secara khusus agar dapat 
membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
1.   Auditor Internal Pemerintah RI 

 
Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit 
intern dan auditor pemerintah RI. 

 
i)    Audit Intern 

 
Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi 
Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent, 
objective assurance and consulting activity designed to add value and improve 
an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives 
by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control, and governance processes”. 
 
Sesuai definisi tersebut, dua peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Tengah 
dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance 
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dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern 
dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan 
pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses 
governance.  

 
ii)   Au ditor Pemerintah RI 

 
Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat 
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan 
mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar 
secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi 
assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi 
akuntabilitas. 
 
Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, 
Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan 
Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra 
strategis KLPK dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance 
di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program 
pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk 
memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini 
sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai. 
 
Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan 
tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi 
ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan 
negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa 
alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi 
atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan 
manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance. 
 
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Auditor Internal 
Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip 
independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di 
bawah Presiden yaitu kementerian,   lembaga dan pemerintah daerah dan 
korporasi. Dengan demikian, diharapkan informasi yang dihasilkan dari 
proses/kegiatan pengawasan oleh P e r w a k i l a n  BPKP P r o v i n s i  
k a l i m a n t a n  T e n g a h  bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi 
oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. 

 
2.   Auditor Berkelas Dunia 

 
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP P r o v i n s i  
K a l i m a n t a n  T e n g a h  sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, 
aspek organisasi dan aspek produk. 
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i)    Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

 
Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan 
pengawasan dan wajib memenuh persyaratan minimal. Kedua persyaratan 
tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai organisasi profesi. 
 
SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kompetensi 
minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih 
memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran program Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran 
profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard 
operating  procedure  (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit 
dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan 
kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan 
dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan 
dengan memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan 
pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) 
untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga. 

 
ii)   Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi 

 
Kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengawasan 
program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mampu 
memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas pengendalian intern 
yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keahlian dan kapasitas yang 
memadai dalam koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi 
serta sistem dan proses yang berlaku di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Tengah. Di samping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selalu 
mengusahakan peningkatan kompetensi dengan kemampuan komunikasi, 
kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami   
perubahan   peraturan   terkait   dan   standar   baru   di   bidang pengawasan. 
 
Pengelolaan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Tengah telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam 
mencapai pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien serta 
tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, 
Ketua Lembaga atau Kepala Pemerintahan  Daerah  yang  bertanggung  jawab  
langsung  terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi 
harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan 
stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. 
Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam audit 
charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung 
jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana 
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tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi 
landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern. 
 
Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan 
reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung 
di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur 
maupun studi ke organisasi internal audit yang bersangkutan. Dengan perbaikan 
yang terus-menerus tersebut diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Tengah dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan 
pemerintah lainnya. Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional 
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada 
kerangka penilaian Internal  Audit Capability Model dengan target minimal 
kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut: 

 
1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam assurance dan consulting menuju 
kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal 
Audit Element). 

2) Pengelolaan SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan 
koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People 
Management Element). 

3) Pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam 
rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan 
stakeholder dengan memperhatikan focus proritas dan risiko. Memperbaiki 
metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun 
praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element). 

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun 
individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan 
manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya 
pengawasan (Performance Management and Accountability Element). 

5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan 
lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen 
hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan rekomendasi 
kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mewujudkan hubungan yang 
harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and 
Culture Element). 

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah melakukan pengawasan secara independen dengan 
kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas 
sektoral. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah aktif untuk 
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern 
dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong 
tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element). 
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Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem 
pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai. Penerapan 
sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif 
dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas 
penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik 
bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 
kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai media pengendalian (control 
design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas 
beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan 
secara konsisten. 

 
iii)  Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan 

 
Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah dapat berupa informasi assurance dan/atau consultancy. 
Informasi assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya 
bahwa proses penyelenggaraan pemerintah atau program pembangunan 
dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional 
manajemen risiko dan governance lainnya. Lebih spesifik lagi bahwa Sasaran 
Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 dapat   tercapai. Informasi 
consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, 
aktivitas pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance dan 
rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai 
daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja 
pemerintahan dan program pembangunan. 

 
3.   Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

 
Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup 
pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN/APBD, 
pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan 
kebijakan fiskal. Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan 
nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci 
dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. 
 
Dengan  kualitas  tersebut,  Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah  
diharapkan  dapat  menjadi  mitra  srategis  KLPK dalam mensukseskan 
pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Visi BPKP yaitu “Auditor 
Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi 
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Pembangunan Nasional Tahun 2015 –  2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 
adanya persinggungan antara peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Tengah dengan beberapa  agenda prioritas  (NAWA  CITA)  antara  lain  agenda  
kedua  yang  isinya  adalah  membuat pemerintah selalu hadir dengan 
membangun tata kelola pemerintahan  yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang 
dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor 
Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola 
Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. 
 
Peran penting Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai auditor 
internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan 
secara rinci sebagai berikut: 

 
a.   Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir 

 
Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai 
pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat 
dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu 
hadir diartikan sebagai keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Tengah sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk 
memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang 
pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan. 
 
Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan 
akuntabilitasnya. Selain itu pengawasan internal yang dilakukan oleh 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan juga dapat 
menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai 
masukan penting bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beserta 
kabinetnya. Program atau kegiatan tersebut misalnya terhadap program 
pembangunan yang bersifat lintas dan program kegiatan yang menjadi 
current issue di masyarakat luas. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah pada akhirnya 
diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai 
makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. 

 
b.  Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih 

 
Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai 
membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya 
menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools 
pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, 
verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Nawacita keempat, fungsi 
pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
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dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak 
Hukum dalam memberantas  Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memberi 
rekomendasi untuk mencegah TPK berulang. 
 
Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK 
dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas 
SPIP pada setiap KLPK yang telah menerapkan SPIP. Hal penting lainnya yang 
harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di 
samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan 
memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-
masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan 
baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik. 

 
c.    Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif 

 
Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan 
pembangunan sesuai dengan tujuan awal dan mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk 
penyediaa barang/jasa dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang tepat 
merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif. 
 
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya dapat memastikan bahwa program 
dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat 
secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi 
demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat 
penting dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya 
ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan 
masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan 
internal oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk 
memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut. 

 
d.  Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya 

 
Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan 
publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh 
sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan 
pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras 
melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat 
yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. 
 
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif 
para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk 
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memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai auditor internal yang berpartisipasi 
dalam rekruitmen CPNS melalui Computer Assisted Test (CAT) merupakan 
salah satu contoh nyata bahwa pemerintah sudah mulai berubah dari perilaku 
KKN menjadi lebih obyektif dan transparan. Hal ini juga disambut dengan 
optimisme dan suka cita masyarakat atas langkah yang sedang digalakkan oleh 
pemerintah. 

 
 

B. URAIAN MISI PERW AKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pengejawantahan 
tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 
sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan 
Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah  tugas  dan  kewenangan  BPKP  
juga  dinyatakan  dalam  Undang  Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah: 

 
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata  Kelola 
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; 

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; 
dan 

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 
Kompeten. 

 
 

1.   Misi Pertama dan Penjelasannya 
 

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 
“Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola 
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua 
hal yaitu tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah serta 
manfaat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Tugas  dimaksud adalah 
“Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 
pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan 
korporasi yang bersih dan efektif. 
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a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan  
   

 
Akuntabilitas 

 
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 
dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan 
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah 
kesiapan pemerintah memberikan kemampuan merespon terhadap pertanyaan 
(scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat 
dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara 
pemerintahan. 
 
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 
2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang  fungsi 
pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menjadi mitra 
kerja Menteri dan Kepala KLPK serta pemerintah daerah melalui jasa 
assurance, jasa consultancy dan pelaksanaan pengawasan intern. Jasa 
assurance mencakup pemberian informasi kepada gubernur tentang capaian 
pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud 
rekomendasi yang strategis yaitu rekomendasi yang mempunyai daya ungkit 
dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut 
sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui 
informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan 
sasaran pembangunan nasional. Dengan informasi assurance tersebut 
dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasan intern, Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah harus berperan aktif dalam memberikan 
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau 
kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan absensi kualitas  proses tata  
kelola penyelenggaraan  pemerintahan dan  risiko  tidak tercapainya Sasaran 
Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019. 
 
Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan 
assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 
60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 2014 maupun pada konsepsi internal auditing yang 
digagas oleh Internal Auditing Assosiation. PP 60/2008 memberi batasan 
pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 
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ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
 
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 
 
Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pengawasan intern 
di jalur pengelolaan keuangan dan pembangunan. Jika dalam periode 
sebelumnya fokus pengawasannya banyak di jalur pengelolaan keuangan, 
dalam hal ini pelaporan keuangan, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai 
misi ini, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan 
fungsi pengawasan intern bukan hanya pada jalur pengelolaan keuangan (baik 
pembiayaan, kebijakan fiskal, maupun kebijakan alokasi atau transfer daerah) 
tetapi juga pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan kinerja, 
pelaksanaan hingga pelaporan akuntabilitas. 
 
Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara dan Daerah 
 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka 
APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya meningkatkan kualitas 
akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di 
bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara. Keuangan Negara kemudian diimplisitkan dalam Perpres 192/2014 
yang terdiri dari Keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dimaksud akan mencakup kualitas pelaporan keuangan 
dan kualitas kebijakan fiskal. 
 
Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi 
persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan 
oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Dengan demikian, kalaupun 
dilaksanakan, kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang 
LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Arah kebijakan pengawasan 
ini sekaligus untuk memberi kepercayaan bagi KLPK untuk mempertahankan 
kualitas pelaporannya dan memberi koridor bagi Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah untuk mengawasi efektivitas program pembangunan. 
 
Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada 
penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan 
untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan 
ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan 
kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun 
implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk 
korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan 
negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan 
terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang 
fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan 



20 
 

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) 
Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi. 
 
Pengelolaan Pembangunan Nasional 
 
Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara 
menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus 
pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan 
nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi 
pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor 
unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. 
Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai 
prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi 
pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan 
RPJMN 2015 – 2019. 
 
Masih terdapat missing link dalam pelaksanaan program bersifat lintas sektor 
dalam APBN 2015 dan dalam RPJMN 2015 – 2019. Sasaran   pokok 
pembangunan dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih  KLPK, namun tidak 
ada suatu entitas sistem yang memadai untuk mengintegrasikan process 
bussiness program dan kegiatan tersebut. Untuk tujuan pengawasan intern, 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah akan memastikan bahwa 
process business Program Lintas Bidang dalam RPJMN adalah berbasis 
risiko. Arah Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan 
sinergis bersama APIP KLPK serta pengawasan terintegrasi dengan sistem 
perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian Sasaran 
Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN. 
 
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk 
melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan 
pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah bersama APIP terkait 
mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, 
APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-
masing, sedangkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP. 
 
Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan 
pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan 
intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses 
yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini 
harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak 
untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memberi kepastian bahwa  
penyelenggaraan  pembangunan  telah  memenuh aspek ketaatan, kehematan, 
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efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam 
RPJMN/D 2015 – 2019. 
 
Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten 
dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas 
sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan 
nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi pada pencapaian tujuan 
pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) 
dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk 
mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih 
KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan 
nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan 
tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan 
birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan 
kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya 
menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern 
yang berkualitas dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja 
program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi 
perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan. 
 
  

b.   Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif 
  

 
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang 
bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk memastikan 
bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan 
efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang 
melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) 
tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga 
diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan 
dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan 
mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan 
tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara 
menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika 
terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan 
atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. 
Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas 
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tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih 
dan efektif. 

 
 

2.   Misi Kedua dan Penjelasannya 
 

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Membina 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi 
dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan tujuan suatu 
organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan 
suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa 
kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang 
handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.  
Sesuai dengan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 
 
Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, selama ini pembinaan penyelenggaraan SPIP 
yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berfokus pada 
penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan 
pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP. Pada periode 2015 – 2019, 
pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP 
di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. 
Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. 
Namun, sebagai implementasi tanggung jawab pembinaan, Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan 
dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi 
pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan 
tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan 
pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam 
pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur 
pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap 
konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan 
menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan 
pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi 
SPIP secara keseluruhan di KLPK. 
 
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung 
dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan 
korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik 
antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk 
penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan 
fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan 
untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem 
Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk 
lanjutan dari pengawasan melekat. 
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3.   Misi Ketiga dan Penjelasannya 
 

Misi ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 
“Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. 
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap 
pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 
budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya 
kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat 
pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP 
sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas 
dan fungsinya. 

 
 
 
 

Peraga 2.1 Kaitan Antar Misi Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah 

 
 

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas 
dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan 
PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas 
APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan 
kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan 
enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola 
pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan  intern;  (d)  
eksistensi  manajemen  kinerja  dan  akuntabilitas;  (e) kualitas hubungan Inspektur 
dengan pimpinan atasan dan pimpunan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata 
kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. 
 
Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 
sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 diatas. 
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C. TUJUAN DAN SASARAN P R O G R A M P E RW A K IL A N  BPKP 
P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  T E N G A H  2019 

 
Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 
menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu: 

 
1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Nasional yang Bersih dan Efektif; 
2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

dan 
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan 

Kompeten. 
 

1.   Tujuan Satu dan Sasaran Program  
 

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif 
 
Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola 
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan 
kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya 
“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 
Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang 
diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan 
ukuran sasaran programnya yaitu “Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan Program 
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” 
 

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan Program 
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara. 

 
 
Sasaran program 1 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran program ini sekaligus 
menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan 
Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang 
Bersih dan Efektif”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator kinerja sasaran program yaitu: 
 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan 

Keuangan Negara 
 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata kelola, Manajemen Risiko dan 

Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 
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Sasaran Program 2 : Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan 
keinvestigasian 

 
 
Sasaran program 2 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengawasan keinvestigasian. Sasaran 
program ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian 
tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator kinerja sasaran program yaitu: 
 Prosentase hasil pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di 

persidangan 
 Prosentase hasil pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat 

Penegak Hukum 
 Prosentase hasil pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 
 Prosentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 
 Prosentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 
 

Sasaran Program 3 : Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan 
pembangunan nasional 

 
 
Sasaran program 3 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengawasan intern penyelesaian hambatan 
pelaksanaan pembangunan. Sasaran program ini sekaligus menjadi indikator untuk 
menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator kinerja sasaran program yaitu prosentase 
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan. 
 

Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan 
korporasi dalam pencegahan korupsi 

 
Sasaran program 4 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP 



26 
 

Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengawasan intern FCP. Sasaran program ini 
sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan 
“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 
Nasional yang Bersih dan Efektif”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator kinerja sasaran program yaitu prosentase 
K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA). 

 
Sasaran Program 5 : Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat 
terhadap korupsi 

 
Sasaran program 5 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengawasan intern peningkatan kepedulian 
K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi. Sasaran program ini sekaligus menjadi 
indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan 
Efektif”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator kinerja sasaran program yaitu: 
 Prosentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat 
 Prosentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang 

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat 
 

2.   Tujuan Dua dan Sasaran Program Enam 
 

Tujuan 2 : Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah 
 
Sasaran Program 6 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi. 
 
Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara 
kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah 
adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi 
inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear 
dengan ukuran sasaran programnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 
Pemda/Korporasi”. 
 
Sasaran program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP KLPK oleh Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata 
pada tahun 2019 yang mencerminkan  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  
hasil  (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap pemerintah 
daerah dan korporasi. Sasaran program ini sekaligus menjadi indikator untuk 
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menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
program di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas 
dimaksud. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator 
pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini 
merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan 
penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan 
sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. 
 
Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional 
menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan 
nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pembinaan SPI kepada pemerintah 
daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus 
pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian Perwakilan BPKP 
Provinsi Kalimantan Tengah adalah program pembangunan di bidang pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, 
perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup: 

 
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah 

Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. 
Tujuan penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah adalah untuk 
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Tengah akan secara aktif menawarkan   antara   lain   kegiatan   
fraud   control   plan   dan   sosialisasi pemahaman anti korupsi. 

 
b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi 

 
SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat 
meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas 
tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal 
tersebut peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan 
korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi 
terhadap APBN. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai 
dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama 
dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga 
peran korporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
3.   Tujuan Tiga dan Sasaran Program Tujuh 
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Tujuan 3 : Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang 
Profesional dan Kompeten 
 
Sasaran Program 7 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah 
Daerah 
 
 
Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern 
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan 
kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan 

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. 
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan 
kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas 
tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya 
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”. 
 
Sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kondisi yang akan 
dicapai secara nyata oleh APIP Pemerintah Daerah pada tahun 2019 yang 
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari 
berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran program ini sekaligus menjadi 
indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas 
Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. 
 
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran 
strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern 
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan 
kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 
indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat 
Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau 
meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat 
pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan 
organisasi yang lebih matang dan kompleks. 
 
Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan 
pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus: 

 
a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah; 

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah. 
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